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Abstract : There is one habit which often carried out by Cimucung Village’s pupil in providing aid, namely giving a
money loan called “titip” system. “Titip” is debt system that helps pupil to buy raw materials for
building houses. Consequently, the debt is paid by similar raw materials to the lender. This system does
not always work well because there are several main obstacles, including no official debt agreement.
This research aims to (1) investigate agreements that are used in “titip” system; (2) analyze the legal
basis of dealing with material and it will be paid by using money; (3) analyze the law of materials
payable. This research used qualitative method. Techniques of collecting data used observation,
interview, and documentation. Menawhile, the data analysed by using descriptive method. Research
outcomes showed that the agreement that used in “titip” system was al-qardh. While the lender
provided material as loan and the borrowers paid by using money then the law is permitted. In addition,
if the borrower paid more debt and it was not an agreement then the law is permitted. Furthermore,
while the lender provided money as the debt but they asked the borrower paid with raw materials then
the law is permitted. The law is also allowed by observing agreements that have been agreed before. On
the other hand, when the borrower paid the debt, there will be no dispute over returns with money or
raw material
Keywords : Debts And Receivables, Lending And Borrowing, Titip System
Abstrak : Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dusun Cimucung dalam memberikan
bantuan, diantaranya memberikan pinjaman kepada orang yang akan membuat rumah dengan sistem
“titip”, yaitu sebuah sistem utang piutang dimana ada seseorang yang menghutangi uang ataupun
bahan material bangunan kepada orang yang sedang membangun rumah, kemudian utang tersebut
akan dibayarkan kembali ketika orang yang menghutangi memerlukannya untuk membuat rumah.
Sistem yang bagus ini tidak selalu mulus dalam pelaksanannya, terkadang timbul masalah ditengah
perjanjian/kesepakatan yang hanya didasari kepercayaan tanpa adanya hitam diatas putih. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui akad yang digunakan dalam sistem “titip”, dan mengetahu bagaiman
hukum menghutangi barang yang dibayar uang dan hukum utang barang yang diserahkan dalam
bentuk uang dengan pengembalian uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data
diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode
deskriptif. Hasil penelitiannya adalah bahwa akad yang digunakan dalam praktik utang piutang dengan
sistem “titip” adalah al-qardh. Jika pemberi pinjaman memberikan bahan material dan pengembalian
dilakukan dalam bentuk uang seharga bahan materal saat itu hukumnya boleh, dengan syarat tidak ada
kelebihan yang disembunyikan oleh pemberi utang. Jika kelebihan diberikan oleh pembayar utang
dengan ikhlas dan suka rela dan bukan merupakan hal yang disyaratkan dari awal maka boleh. Jika
pemberi pinjaman memberikan pinjaman dalam bentuk uang tetapi meminta pengembalian berupa
bahan bangunan hukumnya boleh, dengan tetap memperhatikan akad yang telah disepakati bersama,
apakah menghutangi barang atau uang harus ditetapkan pada akad. Sehingga pada saat pembayaran
utang tidak terjadi perselisihan mengembalikan dengan jumlah uang awal atau jumlah bahan material.
Kata Kunci : Utang Piutang, Pinjam Meminjam, Sistem Titip
A. PENDAHULUAN
Rumah (papan) adalah kebutuhan
pokok manusia yang harus dipenuhi
setelah pangan dan sandang. Untuk
membuatnya dibutuhkan dana yang tidak
sedikit. Karena itu ada sebuah kebiasaan
di dalam masyarakat khususnya
masyarakat yang kurang mampu untuk
saling membantu dan tolong menolong
satu sama lain dalam mewujudkan rumah
impian mereka. Bahkan kebiasaan
mereka telah dilakukan sejak lama hingga
turun temurun. Tolong menolong
terhadap sesama diwajibkan oleh  agama,
hal tersebut diungkapkan dengan jelas
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dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah: 2
yang artinya:
“Dan tolong menolonglah kamu
dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan janganlah tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran”.
Kebiasaan bahu membahu dalam
membuat rumah dilakukan pula oleh
masyarakat dusun Cimucung dengan
bermacam macam cara, ada yang
memberi pinjaman uang, bahan material
ataupun dalam bentuk tenaga yang
dikenal dengan nama “sambatan”. Ada
satu kebiasaan yang sering dilakukan
oleh masyarakat dusun Cimucung dalam
memberikan bantuan, diantaranya
memberikan pinjaman kepada orang yang
akan membuat rumah dengan sistem
“titip”, yaitu sebuah sistem utang piutang
dimana ada seseorang yang menghutangi
uang ataupun bahan material bangunan
kepada orang yang sedang membangun
rumah, kemudian utang tersebut akan
dibayarkan kembali ketika orang yang
menghutangi memerlukannya untuk
membuat rumah. Misalkan, si A ingin
membangun rumah, tetapi karna uang
yang ia miliki belum cukup, ia mencari
pinjaman kepada si B yang memang
memiliki uang tabungan untuk
membangun rumah juga. Si A
menawarkan si B untuk titip dalam
bentuk uang atau bahan material
bangunan kepada si A dengan
kesepakatan akan dikembalikan ketika si
B telah siap membangun rumah. Dengan
begitu si A memperoleh tambahan
dana/material bangunan untuk
menyelesaikan pembangunan rumahnya,
dan si B pun merasa senang karena uang
tabungannya masih tetap ada dan tidak
khawatir berkurang karena biasanya uang
yang dipegang tidak terasa berkurang
digunakan untuk keperluan sehari-hari
yang kurang penting, hal itu wajar karena
ketika melihat uang yang menganggur
akan menumbuhkan keinginan membeli
barang-barang yang tidak prioritas
sehingga sulit untuk menabung hingga
terkumpul banyak.
Sistem “titip” ini sangat
membantu kedua belah pihak sehingga
tetap bertahan dalam waktu yang lama
bahkan sampai sekarang. Sistem ini tidak
hanya berlaku di dusun Cimucung saja,
tetapi di dusun-dusun lain di sekitar
Cimucung yang masuk dalam kecamatan
Wanareja dan kecamatan sekitarnya
seperti kecamatan Majenang yang juga
masih sering berlaku. Sistem yang bagus
ini tidak selalu mulus dalam
pelaksanannya, terkadang timbul masalah
ditengah perjanjian/kesepakatan yang
hanya didasari kepercayaan tanpa adanya
hitam diatas putih. Ada kalanya si B
meminta uangnya kembali sebelum ia
mulai membangun rumahnya, karena
terdesak keperluan lain yaitu ingin
membeli sepeda motor misalnya. Sering
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juga terjadi si B menghutangi si A dalam
bentuk bahan material bangunan dan
memintanya kembali dalam bentuk uang,
ataupun sebaliknya meminjamkan dalam
bentuk uang tetapi dikembalikan dalam
bentuk barang. Tak jarang pula si B
memberikan pinjaman dalam bentuk uang
tetapi mengatakan menitipkan
besi/semen/material lainnya dan meminta
pengembaliannya dalam bentuk uang
pula sebesar harga besi/semen/material
lainnya dengan mengacu pada harga saat
pengembalian. Dari cara praktek yang
ada menimbulkan Apa akad yang
digunakan dalam sistem “titip” ini?
Bagaimana hukumnya jika pemberi
pinjaman memberikan bahan material dan
meminta pengembalian dalam bentuk
uang seharga bahan materal saat
pengembalian? Bagaimana hukumnya
jika pemberi pinjaman memberikan
pinjaman dalam bentuk uang tetapi
meminta pengembalian berupa bahan
bangunan?
B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Data diperoleh dari
observasi, wawancara dan dokumentasi.
Observasi dilakukan dengan cara
mengamati, melihat dan memperhatikan
praktik pinjam meminjam/utang piutang
dalam proses membangun rumah dengan
sistem “titip” yang dilakukan oleh warga
desa Cimucung dan sekitarnya, selain
mengamati juga menanyakan kepada
pelaku transaksi tersebut. Kemudian
meneliti dan mencari jawaban dengan
menelaah buku-buku, jurnal, dan
dokumen lain yang berkaitan dengan
tema penelitian. Metode analisis data
menggunakan metode deskriptif. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui akad yang digunakan dalam
praktik pinjam meminjam/utang piutang
dalam proses membangun rumah dengan
sistem “titip”, serta mengetahui hukum
dari pelaksanaan praktik tersebut.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pinjam Meminjam (‘Ariyah)
‘Ariyah ( ﺎﻋرﺔﯾ ) diartikan dalam
pengertian etimologi (lughah) dengan
beberapa macam makna, yaitu :1
a. ‘Ariyah adalah nama untuk barang
yang dipinjamkan oleh umat
manusia secara bergiliran antara
mereka. Perkataan itu diambil dari
masdar al ta’wur dengan memakai
artinya perkataan al tadawul
b. ‘Ariyah adalah nama barang yang
dituju oleh orang yang
meminjamkan. Jadi perkataan itu
diambil dari akar kata ‘ara - ya’ruu
- ‘urwan
c. ‘Ariyah adalah nama barang yang
pergi dan datang secara cepat.
1Laila fitriani, Pelaksanaan Pinjam
Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar), (Riau:
UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), hlm. 25
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Diambil dari akar kata ‘aaro (  ﺎﻋر )
yang artinya pergi dan datang
dengan cepat.
Zuhaily mengemukakan
berbagai pendapat Imam madzhab
yang dikemukakan oleh As-Sarakhi
dan Malikiyah yang menyatakan,
‘ariyah adalah pemindahan pemilikan
atas suatu barang tanpa adanya
kompensasi. Menurut Syafi’iyah dan
Hambaliyah ‘ariyah adalah proses
untuk menumbuhkan dan mengambil
manfaat suatu barang tanpa objek
manfaatnya, sedahkan hibah adalah
serah terima barang.2
Landasan ‘ariyah adalah QS. Al-
Maidah: 2 dan hadist Nabi Saw.
 ٌةَاذَﺆُﻣ ََﺔﯾِرَﺎﻌﻟااور)(دواد ﻮﺑا ه
“Barang pinjaman adalah benda
yang wajib dikembalikan” (H.R.
Abu Dawud)
Menurut jumhur ulama, rukun
‘ariyah sebagaimana dikemukakan
oleh Zuhaily terdiri atas pihak-pihak
sebagai berikut:3
a. Yang meminjamkan (mu’ir)
b. Peminjam (musta’ir)
c. Ucapan serah terima (ijab qabul)
Adapun syaratnya, mu’ir harus
orang yang berakal, harus ada serah
terima dari musta’ir karena akad
2Ismail Nawawi, Fikih Muamalah: Klasik
dan Kontemporer, Cet. kedua, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2017), hlm.175
3Ibid, hlm. 176
‘ariyah merupakan akad tabarru’
sehingga akad dinyatakan tidak sah
tanpa adanya serah terima seperti
halnya akad hibah, objek yang
dipinjamkan harus bisa dimanfaatkan
tanpa harus merusak bentuk fisik yang
ada.
2. Utang piutang
a. Pengertian utang piutang
Dalam terminologi fiqh
mu’amalah, utang piutang disebut
dengan “dain” ( )ﻦﯾ د , atau lebih
sering disebut dengan istilah
“qardh” (ضﺮﻗ) dalam kitab-kitab
fiqih.4 Menurut Abu Al-Kasim
kata dayn berarti memberi utang
atau berhutang. dan kata qardh
memiliki arti apa yang dibayarkan
kepada orang lain dari harta dengan
syarat mengembalikannya sebagai
gantinya.5 Sayyid Sabiq dalam
bukunya Fiqh Sunnah memberikan
definisi qardh sebagai harta yang
diberikan oleh pemberi pinjaman
kepada penerima dengan syarat
penerima pinjaman harus
mengembalikan besarnya nilai
pinjaman pada saat mampu
4Abdurrahim Hamdi, Model Piutang Dalam
Bingkai Fiqih Dan Tafsir, Adzkiya: Jurnal Hukum
dan Ekonomi Syariah, Vol. 03  Nomor 1 Maret 2015,
hlm. 107
5Abdul Aziz, Ramdansyah. Esensi Utang
Dalam Konsep Ekonomi Islam. Bisnis, Vol. 4, No. 1,
Juni 2016, hlm. 125
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mengembalikannya.6 Al-Dain
mensyaratkan jangka waktu
tertentu dalam pengembalian utang,
hal ini yang membedakan al-Qardh
yang tidak mensyaratkan jangka
waktu tertentu dalam pengembalian
utangnya, dain lebih umum dari al-
qardh.7
Tata cara transaksi utang
piutang telah dijelaskan secara
gamblang dalam Al-Qur’an S. Al-
Baqarah: 282, yang artinya:
“Hai orang-orang yang
beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah
seorang penulis diantara kamu
menuliskannya dengan benar.
Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana
Allah mengajarkannya, maka
hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya. Dan
janganlah ia
mengurangisedikitpun
daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang
lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau dia sendiri
tidak mampu mengimlakkan,
maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur.
Dan persaksikanlah dengan
dua orang saksidari orang-
orang lelaki (diantaramu). Jika
6Abdurrahim Hamdi, Model Piutang...,
hlm.107
7Abdul Aziz, Ramdansyah. Esensi Utang,
hlm. 125
tak ada dua orang lelaki, maka
(boleh) seorang laki-laki dan
dua orang perempuan dari
saksi-saksi yang kamu ridhai,
supaya jika seorang lupa maka
yang seorang
mengingatkannya. Janganlah
saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil. Dan
janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun
besar sampai batas waktu
membayarnya. Yang demikian
itu lebih adil di sisi Allah dan
lebih menguatkan persaksian
dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu”.
Ada beberapa hal yang
dijadikan penekanan dalam utang
piutang tentang nilai sopan santun
yang terkait sesuai dengan ayat di
atas, ialah sebagai berikut:8
1) Utang piutang supaya dikuatkan
dengan tulisan dari pihak
berutang dengan disaksikan dua
orang saksi laki-laki atau
seorang saksi laki-laki dan dua
orang saksi wanita.
2) Hendaknya dilakukan atas dasar
adanya kebutuhan yang
mendesak disertai niat dalam
hati akan membayarnya
3) Pihak berpiutang hendaknya
berniat memberikan pertolongan
kepada pihak berutang. Bila
yang meminjam tidak mampu
mengembalikan, maka yang
8Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 98
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berpiutang hendaknya
membebaskannya
4) Pihak yang berhutang bila sudah
mampu membayar, hendaknya
dipercepat pembayarannya
karena lalai dalam membayar
utang berarti berbuat dzalim.
b. Penambahan dalam utang piutang
Nabi Muhammad Saw.
bersabda, yang artinya:
“Telah menceritakan
kepada kami Khallad bin
Yahya berkata, telah
menceritakan kepada kami
Mis'ar berkata, telah
menceritakan kepada kami
Muharib bin Ditsar dari Jabir
bin 'Abdullah berkata, "Aku
datang menemui Nabi saw.,
saat beliau berada di masjid -
Mis'ar berkata, "Menurutku
Jabir berkata, 'Saat waktu
dluha.'- Jabir bin 'Abdullah
berkata, “Beliau bersabda:
“Shalatlah dua rakaat.”
Ketika itu beliau mempunyai
hutang kepadaku. Maka beliau
membayarnya dan memberi
tambahan kepadaku” (HR.
Bukhari)
Hadis tersebut menceritakan
bahwa Nabi Saw. pernah berhutang
kepada salah satu sahabat, dan
memberikan tambahan ketika
membayarnya. Perlu digaris bawahi
bahwa tambahan yang dilakukan
oleh Nabi Saw. bukanlah tambahan
yang disyaratkan di awal akad. Nabi
Saw. sengaja memberikan tambahan
sebagai rasa syukur dan terimakasih
kepada orang yang telah memberikan
pinjaman. Itu artinya memberikan
tambahan ketika membayar utang
dibolehkan namun tidak diwajibkan,
bukan dari keinginan orang yang
menghutangi, tetapi kehendak dari
orang yang berhutang sendiri. Orang
yang berhutang memberi tambahan
secara suka rela dan ikhlas. Sehingga
tidak ada rasa keberatan atau tidak
ada pihak yang didzolimi sama
sekali.
3. Riba
a. Pengertian Riba
Secara bahasa (lughah),
menurut al-Razi, riba berarti
tambahan.9 Tambahan dalam
pengertian secara umum tidaklah
dengan sendirinya berarti riba. Tetapi
yang dimaksud adalah tambahan
yang berasal dari usaha haram yang
merugikan salah satu pihak dalam
suatu transaksi.10 Pengertian riba
menurut syara’ masih menjadi
perselisihan dikalangan para ahli
Fikih. Golongan Hanafi
mendefinisikan bahwa setiap
kelebihan tanpa adanya imbalan pada
takaran dan timbangan yang
dilakukan antara pembeli dan penjual
di dalam tukar menukar.11 Menurut
9 Abdul Ghafur, Konsep Riba Dalam Al-
Qur’an, Jurnal Economica Volume VII/Edisi 1/Mei
2016.
10 Abu Sura’i Abdul Hadi, Bunga Bank
Dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm.21
11 Ibid, hlm. 24
Tri Almunawaroh dan Muhammad Ngasifudin
Praktik Utang piutang Dalam Membangun Rumah dengan Sistem “Titip” Dilihat dari Perspektif Ekonomi Syariah
125
AL-INTAJ, Vol.5, No.1, Maret 2019
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X
golongan Syafi’i, riba adalah
transaksi dengan imbalan tertentu
yang tidak diketahui kesamaan
takarannya maupun ukurannya waktu
dilakukan transaksi atau dengan
penundaan waktu penyerahan kedua
barang yang dipertukarkan atau salah
satunya.12 Kesamaan takaran dan
ukuran yang dimaksud disini adalah
barang sejenis. Menurut Syafi’i bila
pertukaran dilakukan dengan barang
sejenis, maka berlaku larangannya
dalam tiga hal: kelebihan timbangan
atau takaran, pada tempo dan pada
perginya kedua belah pihak sebelum
serah terima barang. Bila sama-sama
bahan makanan, tetapi berbeda jenis
seperti gandum dan beras, maka
boleh adanya kelebihan tukar, tetapi
diharamkan adanya tempo
penyerahan dan berpisah sebelum
keduanya menerima barangnya.13
Definisi riba menurut
golongan Maliki hampir sama
dengan Syari’i, hanya berbeda
illatnya yaitu pada transaksi tidak
kontan pada bahan makanan yang
tahan lama. Sedangkan yang
dimaksud dengan illat kontan yaitu
barang yang bernilai seperti pendapat
golongan Syafi’i.14
12 Ibid, hlm. 25
13 Ibid.
14 Ibid.
Menurut golongan Hambali
riba menurut Syara’ adalah tambahan
yang diberikan pada barang tertentu
(yang dapat ditukar dan dapat
ditimbang dengan jumlah yang
berbeda) apabila dilakukan dengan
tidak kontan dan apabila barangnya
sejenis seperti gandum dengan
gandum yang sebanding dengan
penyerahan kontan.15
b. Sebab-sebab haramnya riba
Sebab diharamkannya riba
adalah sebagai berikut:16
1) Karena Allah dan Rasul-Nya
melarang atau mengharamkannya.
2) Karena riba menghendaki
pengambilan harta orang lain
dengan tidak ada imbangannya.
3) Dengan melakukan riba, orang
menjadi malas berusaha yang sah
menurut syara’.
4) Riba menyebabkan putusnya
perbuatan baik terhadap sesama
manusia dengan cara utang
piutang atau menghilangkan
faedah utang piutang sehingga
riba lebih cenderung memeras
orang miskin daripada menolong
orang miskin.
15Ibid.,
16Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2002),hlm. 58-61
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c. Dalil tentang pengharaman riba
1) QS. Al-Baqarah: 275, yang
artinya “Allah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba”.
2) QS. Ali-Imran: 130, yang artinya
“Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan
bertakwalah kamu kepada Allah
supaya kamu mendapat
keberuntungan”.
3) QS. An-Nisa: 161, “Dan
disebabkan mereka memakan
riba, padahal sesungguhnya
mereka telah dilarang
daripadanya, dan karena mereka
memakan harta benda orang
dengan jalan yang bathil. Kami
menyediakan untuk orang-0rang
yang kafir diantara mereka itu
siksa yang pedih”.
4) QS. Al-Baqarah: 276, “Allah
menghapuskan berkah harta riba
dan menyuburkan harta
shodaqoh”.
5) QS. Al-Baqarah: 278, “Hai orang-
orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah dan tinggalkan sisa-
sisa riba (yang belum dipungut)
jika kamu orang-orang yang
beriman”.
6) HR. Nasai, “ Rasulullah Saw.
melaknat pemakan riba, dua
saksinya, dua penulisnya, jika
mereka tahu yang demikian,
mereka dilaknat lidah Muhammad
Saw. pada hari kiamat”.
d. Macam-macam riba
Jumhur ulama membagi riba
dalam dua bagian, yaitu riba fadhl
dan riba nasi’ah.17
1) Riba fadhl
Menurut ulama Hanafiyah riba
fadhl adalah tambahna zat harta
pada akad jual beli yang diukur
dan sejenis.Dengan kata lain, jual
beli yang mengandung unsur riba
pada barang sejenis dengan
adanya tambahan pada salah satu
benda tersebut.18
2) Riba nasi’ah
Riba nasi’ah adalah melebihkan
pembayaran barang yang
dipertukarkan, diperjualbelikan,
atau diutangkan karena diakhirkan
waktu pembayarannya baik yang
sejenis maupun tidak.19
Selain pembagian di atas,
sebagian ulama juga ada yang
membagi riba menjadi 3 macam,
yaitu riba fadhl, riba nasi’ah dan riba
yad. Menurut Sulaiman Rasyid, riba
yad adalah dua orang yang bertukar
barang atau jual beli berpisah
sebelum timbang terima.20
17Rachmat Syafi’i, Fiqih Mu’amalah,
(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 262
18Ibid.,
19Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, hlm. 279
20Ibid.,
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4. Akad yang digunakan dalam sistem
“titip”
Kebiasaan yang dilakukan oleh
masyarakat desa Cimucung dan
sekitarnya dalam menolong orang lain
sangat baik dan terbukti telah
membantu meringankan beban berat
sesamanya dalam membangun rumah.
Seseorang yang meminjamkan
uangnya kepada orang yang akan
membuat rumah sangat senang dan
sama sekali tidak keberatan, karena
orang tersebut selain memiliki niat
untuk membantu saudaranya, juga
berniat menitipkan uangnya supaya
uang tabungan yang nantinya akan
digunakan untuk membat rumah tidak
terpakai habis oleh hal-hal yang tidak
perlu. Uang tersebut akan digunakan
oleh penerima pinjaman untuk
membangun rumahnya. Kemudian
pemilik uang akan menerima uangnya
kembali ketika ia membangun rumah
pula.
Seperti yang telah dijelaskan di
atas bahwa harta yang diberikan oleh
seseorang kepada orang lain dengan
syarat penerima harta harus
mengembalikan besarnya nilai
pinjaman pada saat mampu
mengembalikannya menurut Sayyid
Sabiq disebut dengan qardh (utang
piutang).21 Jadi uang/barang yang
21Abdurrahim Hamdi, Model Piutang,
hlm.107
diserahkan telah habis terpakai dan
dikembalikan dengan barang serupa
atau barang yang memiliki nilai yang
sama. Praktik ini bukan dilakukan
dengan akad ‘ariyah (pinjam
meminjam), sebab menurut Syafi’iyah
dan Hambaliyah ‘ariyah hanya
mengambil manfaat saja dari objek
barang (barang tersebut tidak habis
dipakai).22 Dan bukan pula dain,
karena jangka waktu
pengembalian/pembayaran utang tidak
ditentukan, pengembalian utang
dilakukan jika pemberi utang akan
memulai membangun rumah dan
meminta uangnya kembali.
Berbicara tentang ‘ariyah, Allah
telah menjelaskan tata cara mu’amalah
dalam transaksi utang piutang, pinjam
meminjam dan transaksi tidak tunai
supaya terhindar dari masalah diantara
kedua belah pihak, diantaranya poin
yang ditekankan adalah transaksi
dikuatkan dengan tulisan dan
disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki
atau satu orang laki-laki beserta 2
orang perempuan. Dan pada zaman
modern seperti sekarang ini setiap
transaksi dinilai aman jika dilengkapi
dengan perjanjian hitam di atas putih
disertai dengan materai. Tetapi
nampaknya anjuran untuk menulis
transaksi di desa Cimucung dan
22Ismail Nawawi, Fikih Muamalah, hlm.175
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sekitarnya belum dijalankan. Mereka
masih menggunakan kepercayaan
sebagai dasar transaksi utang piutang.
5. Hutang bahan material bangunan
dibayar dengan uang seharga bahan
material saat pengembalian
Adakalanya seseorang yang
akan membangun rumah membeli
bahan material bangunan secara
bertahap, ada yang membeli batu
terlebih dahulu, setelah uang
terkumpul kembali, membeli besi,
kemudian batu bata, genting, pasir,
semen dan seterusnya. Jadi pembelian
dilakukan secara bertahap dan
berangsur-angsur hingga dirasa cukup
mampu untuk memulai membangun
rumah baru dilakukan pembangunan.
Hal itu dilakukan karena jika
menabung dalam bentuk uang tidak
terasa akn berkurang dan sulit untuk
bertambah. Jika uang tabungan yang
sedikit tersebut langsung digunakan
untuk membeli barang akan aman
karena barang tidak mudah rusak dan
uang tidak habis dengan sia-sia.
Di sisi lain ada orang yang sudah
memulai membangun rumah, tetapi
terhenti karena terkendala oleh
kurangnya bahan material sedang
uangnya sudah terbatas. Oleh karena
itu jalan satu-satunya adalah
meminjam bahan material tetangga
yang telah terkumpul tetapi belum
akan dipakai. Dengan begitu
pembangunan rumah yang terhenti
dapat dilanjutkan dan diselesaikan
dengan segera.
Ketika tiba saatnya pemilik
bahan material akan memulai
membangun rumah, peminjam bahan
material harus mengembalikannya.
Akan tetapi mereka tidak mau pusing
dengan mencari dan membelikan
kembali bahan material dengan
kualitas yang sama ke toko. Oleh
karena itu, tidak jarang peminjam
bahan material lebih memilih
mengembalikan dalam bentuk uang
dengan taksiran/perkiraan sejumlah
harga bahan material pada saat ini.
Taksiran atau perkiraan inilah yang
nantinya akan menimbulkan jumlah
yang tidak pasti antara uangnya
kurang atau lebih.
Misalkan bahan material
bangunan yang dihutangkan adalah 10
kantong semen, ketika tiba saatnya
mengembalikan, orang yang berhutang
memberikan uang sebesar Rp
500.000,00. Kemudian dibelikan
semen oleh orang yang menghutangi,
ternyata harga semen  hanya Rp
49.000,00/ kantong. Sehingga ada
kelebihan Rp 10.000,00. Maka
kelebihan tersebut harus dikembalikan
kepada orang yang telah membayar
hutang. Jika orang yang berhutang
mengetahui kelebihan tersebut dan
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memberikannya dengan ikhlas maka
hal tersebut diperbolehkan. Sesuai
dengan apa yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad Saw. ketika berhutang
kepada salah satu sahabat, beliau
memberikan tambahan pada saat
mengembalikannya. Sebagai
hibah/pemberian atas rasa syukur dan
terima kasihnya karena telah diberikan
pinjaman.
Tetapi apabila pemberi hutang
diam akan kelebihan uang tersebut dan
orang yang membayar hutang tidak
mengetahui bahwa uang
pembayarannya lebih ketika
digunakan untuk membeli semen,
maka kelebihan haram untuk
diambil/digunakan karena mengambil
manfaat dari utang piutang. Sedangkan
Nabi bersabda “setiap utang yang
menarik manfaaat adalah termasuk
riba” (Harits bin Abi Usamah).
6. Hutang uang dibayar dengan bahan
material bangunan
Tidak jarang tejadi orang yang
menabung dalam bentuk uang terterik
untuk menitipkan uangnya kepada
orang yang sedang membangun rumah
dengan tujuan supaya mereka tidak
keberatan saat nanti membangun
rumah. Sehingga tidak terasa tabungan
mereka telah terkumpul banyak. Baik
tabungan dalam bentuk uang maupun
dalam bentuk barang material. Yang
terjadi di tengah-tengah masyarakat
desa Cimucung dan sekitarnya, selain
menghutangkan/menitipkan bahan
material kepada orang lain dengan
pengembalian berupa uang, sering
pula terjadi hal yang sebaliknya, yaitu
menitipkan dalam bentuk uang dan
dikembalikan barang material atau
dalam bentuk uang tetapi senilai harga
material pada saat pembayaran hutang.
Misalnya, pak Bagas akan
membangun rumah tetapi uangnya
belum cukup jika membangun
sekarang, sedangkan di desa ini ada 2
orang yang sedang dalam proses
membangun rumah, yaitu pak Rudi
dan pak Ardi. Pak Rudi baru proses
pendirian bangunan dan pak Ardi
dalam proses finishing. Pak Rudi
sedang membutuhkan batu bata
sehingga pak Bagas menitipkan uang
bata (titip batu bata tetapi memberikan
dalam bentuk uang karena
menyerahkan proses pembelian bata
kepada pak Rudi) sebesar Rp
3.400.000,00 karena harga batu bata
saat itu adalah Rp 1.700,00/batang
maka 3.400.000 : 1.700 = 2000
batang. Pada saat pengembalian, pak
Rudi mengembalikan uang seharga
2000 batang batu bata atau sebesar
2000 dikali harga batu bata pada saat
pengembalian. Jika harga batu bata
pada saat pengembalian adalah Rp
1.900,00 maka pak Rudi
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mengembalikan uang kepada pak
Bagas sebesar 2000 x 1.900 =
Rp3.800.000,00
Kepada pak Ardi, pak Bagas
menitipkan uang keramik (titip uang
untuk beli keramik) dengan
memberikan uang 9 juta rupiah. Uang
tersebut oleh pak Ardi digunakan
untuk membeli 62 karton keramik
dengan harga Rp 145.000,00/dus.
sehingga 62 x 145.000 = 8.990.000.
dari uang 9 juta yang digunakan unuk
membeli keramik sebesar 8.990.000
masih ada sisa 10.000, biasanya
kelebihan tersebut tidak dikembalikan.
Kemudian pada saat pengembalian,
harga keramik naik menjadi Rp
147.000 x 62 = 9.114.000, sehingga
pak Ardi mengembalikan uang kepada
pak Bagas sebesar Rp 9.114.000,00
Hukum asal bermuamalah ialah
mubah (boleh) kecuali ada dalil-dalil
yang mengharamkan/melarangnya.
Begitu pula dengan transaksi yang
dilakukan oleh sebagian besar warga
dusun Cimucung dan sekitarnya.
Menitipkan bahan material bangunan
dengan memberikan uang kemudian
mengembalikannya dalam bentuk
uang seharga bahan material tersebut
dengan harga pada saat pengembalian.
Tetapi perlu diingat, akadnya haruslah
jelas, meminajmkan uang atau
meminjamkan barang, karena pada
saat memberikan ataupun
mengembalikan dalam bentuk uang,
jangan sampai terbersit niat
menghutangi uang tetapi karena
menginginkan pengembalian yang
lebih kemudian mengatasnamakan
menghutangi barang (karena harga
bahan material ditaksir akan naik
sehingga menghutangi uang atas nama
barang supaya jumlah uang
pengembalian menjadi lebih banyak).
Jika ada niatan seperti itu maka
tidaklah diperbolehkan.
Pada kasus pertama, pak Bagas
menitipkan batu bata tetapi karena
tidak ingin repot maka menyerahkan
proses pembelian kepada pak Rudi,
boleh saja jika demikian, tetapi dalam
akad harus dinyatakan dengan jelas
bahwa pak Bagas bermaksud
menghutangi bahan material berupa
batu bata. Sehingga uang tersebut
harus dibelikan batu bata oleh pak
Rudi, tidak boleh di gunakan untuk
membeli barang yang lain.
Pada kasus kedua, pada saat
uang pak Bagas digunakan untuk
membeli keramik sesuai dengan
perjanjian dalam akad, terdapat
kelebihan 10.000 yang harus
dikembalikan. Jika tidak dikembalikan
maka pak Ardi memakan harta orang
lain tanpa hak. Karena itu masih
menjadi hak pak Bagas. Adapun jika
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pak Bagas kemudian memberikannya
dengan suka rela maka diperbolehkan.
Jadi sebesar apapun jumlah kelebihan
uang dalam memberikan barang harus
dikembalikan, atau minta halal dna
kerelaannya dari orang yang
menghutangi. Karena dalam akad
berniat menghutangi barang, bukan
uang. oleh karena itu jika harga
barangnya naik maka pak Ardi harus
membayar lebih dari 9 juta, karena
pengembalian mengacu pada jumlah
barang bukan pada jumlah uang. jika
akadnya dari awal adalah menghutangi
uang maka pak Ardi tidak boleh
mengembalikan uangnya lebih dari 9
juta. itulah sebabnya untuk kehati-
hatian lebih baik memberikan utang
sesuai akad. Apabila disebutkan
menghutangi barang lebih baik
diberikan dalam bentuk barang, begitu
pula sebaliknya apabila menghutangi
uang maka berikan uang dan jangan
emminta pengembalian uang seharga
barang material. Kejelasan perjanjian
dalam akad di awal sangat ditekankan,
untuk menghindari terjadinya
perselisihan pada saat pembayaran
utang. Jangan sampai niat baik untuk
menolong orang lain ditunggangi
dengan niat ingin mengembangkan
harta kita. Apabila belum ada
kejelasan di akad tetapi telah berpisah,
dikhawatirkan menjadi riba yad.
D. KESIMPULAN
Akad yang digunakan dalam
praktik utang piutang dengan sistem
“titip” adalah al-qardh.
Jika pemberi pinjaman memberikan
bahan material dan pengembalian
dilakukan dalam bentuk uang seharga
bahan material saat itu hukumnya boleh,
dengan syarat tidak ada kelebihan yang
disembunyikan oleh pemberi utang. Jika
kelebihan diberikan oleh pembayar utang
dengan ikhlas dan suka rela dan bukan
merupakan hal yang disyaratkan dari
awal maka boleh.
Jika pemberi pinjaman memberikan
pinjaman dalam bentuk uang tetapi
meminta pengembalian berupa bahan
bangunan hukumnya boleh, dengan tetap
memperhatikan akad yang telah
disepakati bersama, apakah menghutangi
barang atau uang harus ditetapkan pada
akad. Sehingga pada saat pembayaran
utang tidak terjadi perselisihan
mengembalikan dengan jumlah uang
awal atau jumlah bahan material.
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